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BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 95 TAHUN 2014

TENTANG
BAGAN AKUN STANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
Kabupaten Paser.

o 1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1l di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);



Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan
Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari
Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5392);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah;

21.Peraturan Bupati Paser No 99 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI PASER TENTANG BAGAN AKUN STANDAR

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Paser.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Paser.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenPaser.

Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.

L

Kepala Badan adalah kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Paser.

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Paser di Pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

8. Bidang adalah Bidang-bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Paser yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.

9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah Prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan Pemerintah.

10.SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui Pendapatan, beban, aset, utang dan
ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan,
belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis
yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu
periode pelaporan.

12.Subbagian Sekretariat adalah Subbagian-Subbagian pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.

13.Subbidang adalah Subbidang pada Bidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

14.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan
klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai
pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah
daerah.

15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat
Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.



BAB 11

TUJUAN

Pasal 2
Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi semua SKPD dalam rangka penerapan
SAP berbasis akrual.

BAB Il

BAGAN AKUN STANDAR
Pasal 3

BAS merupakan pedoman bagi semua SKPD dalam melakukan kodefikasi akun yang
menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.

Pasal 4

BAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, digunakan dalam pencatatan transaksi pada
buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan
penyajian pada laporan keuangan.

Pasal 5

BAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dirinci sebagai berikut:
Level 1 (satu) menunjukan kode akun;

Level 2 (dua) menunjukan kode kelompok;

Level 3 (tiga) menunjukan kode jenis;

Level 4 (empat) menunjukan kode obyek; dan

Level 5 (lima) menunjukan kode rincian obyek.

® Qoo T

Pasal 6

Kode akun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

(1) Akun 1 (satu) menunjukan aset;

(2) Akun 2 (dua) menunjukan kode kelompok;

(3) Akun 3 (tiga) menunjukan ekuitas;

(4) Akun 4 (empat) menunjukan pendapatan-LRA

(5) Akun 5 (lima) menunjukan belanja;

(6) Akun 6 (enam) menunjukan transfer;

(7) Akun 7 (tujuh) menunjukan pembiayaan;

(8) Akun 8 (delapan) menunjukan pendapatan-LO; dan
(9) Akun 9 (sembilan) menunjukan beban.

Pasal 7

BAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

(1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen
anggaran.

(2) Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, dapat melakukan konversi
dalam penyajian LRA.

(3) Format konversi penyajian LRA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 4 Desember 2014

BUPATI PASER
ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 5 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd

H. HELMY LATHYF
BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat |
Nip. 19680816 199803 1 007




NO NAMA

JABATAN

PARAF

Kusnedi

Kasubbag. Produk Hukum Daerah

H. Andi Azis

Kepala Bagian Hukum

H. Heriansyah Idris

Asisten Tata Pemerintahan

i R A

H. Helmy Lathyf

Sekretaris Daerah

Salinansesuaidenganaslinya
KepalaBagianHukum
SetdaKab.Paser,

H. ANDI AZIS




No. NAMA JABATAN PARAF
1. H.Andi Azis Kasubbag.Produk Hukum Daerah

2. H.Nur Amien Kepala Bagian Hukum

3. H.Noorhanuddin,AR Asisten Tata Pemerintahan

4. H.Helmy Lathyf Sekretaris Daerah




